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PERATURAN ELUPATI BEKASI
NOMOR ; a8 TUTH 2070

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBEER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Metimbang © &, babwa dalam rangka efektifitaz dan eficiensi pengolaan air
bawal tanah di Lingkungan Pemeriniah Kabupaien Bekasi
tikaitkan cengan keweanangan, fugas pokok dan Tungsi serta
uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Caerah, maka untuk
pelaksanaannya perfu ditinjau kemball;

6. bahwa pengelolaan alr bawah tanah  sesual  dengsn
Rewenangan, lugas pokok dan fungsi serta uraian tugas
perdasarkan Peraturan Bupatl Memor 38 Tahun 2008 berada
pada Badan Pengendahan Lingkungan Hidup, sehingga perlu
disesuaikan unfuk Jdialihkan pada DBings Bina Marga dan
Pangeiolzan Sumber Daya Air:

G.  bemwa alas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud pada
Rundl & dun o b odistas, perubahbanmva lersebut perlu
ditetaokan kampal melalul Peraturan Bupatl.

Mangingal 1. Undasglindang Momer 14 Tahun 1950 tentang Pambeniukan
Caerah-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan Proginst Jawa
Barat (Berita Negara Takun 1950);




Undang-Undang Momor B Tahun 1674 tentang Pokok-Pakok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1982 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 168, Tambahan Lembarar Negara Nomar 3390);

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembar:n Megara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pamerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Megara Momor 4437);
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir dangan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tantang Perubahan
Kaduz atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Panmbangan
Keuangan artara Pemerinlah Pusal ‘dan Dasrah (Lembaran
Megara Republik Indoresia Tahun 2004 MNomar 128, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4428):

Undang-Undang Nomaor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 4377);

Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2008 tentang
Fengelolaan Sumber Daya Ajr (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2008 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4858);

Paraturan Pemarintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor B3,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor A4BET)
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12.

Peraluran Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 lentang
Pembagian  Urusan  Pemerntahan  antara Pemerintah,
Pamerintahan Daarah Provinst, dan Pemarintahan Daerah

Kabupatan®aota (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun
2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Negarn Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 lentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 83, Tambahan Lembaran MNegara
Rapublik Indonesia Nomaor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008

lerlarg Urusan Pemerntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaien Bekasi Tahun 2008 Momor 6);

Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekas:
(l.ambaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahus 2009 Nemor T

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTAMNG FPERUBAHAN ATAS
FERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 28 TARUN 2000 TENTANG
DRGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Paszal |

Heberapa kelentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Momor 28
Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata Kerna Dinas Bina Marga

dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang diundangkan dalam Berita

Yasrah Kaoupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2009, diubsh sebagal

el

tetantuan Pasal 8 avat (2) ditambah huruf 000 baru, sehingga
barbunyi sebagai berikut;



Pasal 8
ayat (2)

LUntuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a.

merumuskan, menetapkan seida  melaksanakan
Rencana Strategis dan Rencana Kera Dinas Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya;

merumuskan APJP, RPJM dan RKP Dinas Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagal bahan
menyusun APJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten:;
mammuskan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Alr sebagai bahan menyusun LPED Tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan Kabupaten;

marumuskan Laporan LKPJ akhir tahun dan akhir masa
jabatan Bupaii pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan
sumber Daya Air

merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Alr;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan
Dinas Bina Marga dan Pengelotaan Sumber Daya Air;
marumuskan kebijakan teknis Dinas Bina Marga dan
Pengeiolaan Sumber Daya Air yang meliputi jalan dan
iembatan bardasarkan kebijakan provinsi dan nasicnal
di bidang jalan dan jembatan dengan memperhatikan
K2serasian antar daerah dan antar kawasan:
merumuskan kebijakan teknis  unluk  menyusun
pedoman operasional penyalenggaraan jalan  dan
jembatan;

menetapkan dan mengatur status jalan kabupaten dan
|alan desa;

merencanakan pefencanaan umum dan pembiayaan
jaringan jalan kabupaten dan jembatan;

merumuskan  bahan-bahan  untuk  penyusunan
peraturan dasrah di bidang bina marga;
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marumuskan kebijakan kabupaten di bidang bina marga

untisk mendukung pembangunan sacara makro:
merumusken kebijakan kelembagaan dan badan usaba

bidang jalan;

menetapkan perjanjiEn atau perselujuan
nemasional yang telah disahkan pemerntah di
bidang jatan;

meanyelenggarakan bimbingan penyuluhan  serta
rendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara
jalan dan jembatan;

mermberikan rekomandasl, dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan daerah mantaat jalan,
caerah millk jalan dan daerah pengawasan jalan:
menyalenggarakan pensitian teknologi  terapan i
oidang ina marga;

menyelanggarakan pengawasan norma  standar
palayanan minimai di bidang bina marga:
menyelenggarakan penerapan  standar  pelayanan
minimal di bidang bina marga;

merumuskan usulan pelimpahan kewenangan di bidang
bina marmga yang tidak dapat dilaksanakan oleh
kabupaten ¥epada provinsi;

menyelenggarakan sosialisas! peraturan perundan-
dndangan dan norma standar pelayanan minimal di
Bidang bina marga;

menatapkan sistem informasi kebinamargaan:
merumuskan bahan penalitian dan meangembangkan
teknik teknologi di bidang bina marg::

merumuskan perencanaan  teknis, pemrograman,
penganggaran, dan penyusunan data pangadaaﬁ lahar
sarla melaksanakan konstruksi jalan kabupa‘sn, jalan
desa dan jermbatan:

manyalenggarakan operasional dan pemaliharaan jalan
kabupaten, jalan desa dan jembatan;
menyelenggarakan pengeloloan  manajemen  jalan
kabupaten dan jalan desa;
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menyalanggarakan penanggulangan bencana yang
lerjadi pada jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
menyealenggarakan pembangunan dan atau memelihara
jalan nasional yang dilugas perbanfukan;

mengavaluasi kinarja penyelanggaraan  jalan
kabupaten, jalan desa dan jembatan;

mengavaluasi pengawasan, pengendalian fungsi dan
manfaat hasil pembangunan jalan kabupalen. jalan
dasa dan jembatan;

mangeveluasi  pengawasan terhadap penerapan
paraturan daerah di bidang bina marga:

manjaga efektivilas, efisignsi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

pembarian  rekomendasi penyediaan, peruniukan,
penggunaan, dan pangusahaan air fanah,

penslapan pola pengelolaan sumber daya air;
penelapan can pengelolaan kawasan findung sumber
air;

pemantukan wadah koordinasi sumber daya air;
pembiantukan komisi irigasi kabupatan;

pemberian rekomendasi pembangunan, pemanfaatan,
pengubahan, danfatau  pembongkaran  bangunan
dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigas| primer dan
sekunder;

menyalanggarakan konservasi sumber daya air pada
wilayah sungai;

menyelenggarakan pengendalian daya rusak alr yang
bardampak skaia kabupatan;

manyalangnarakan sistem informasi sumber daya air;
menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan
sistem ingasi primer dan sekunder pada daerah inigasi;
menyelanggarakan operasional, pemeliharaan dan
rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya kurarig dan 1.000 ha;
menyelanggarakan operasional, pemeliharaan dan
rehabilitasi pada sungal, danau, waduk dan pantai pada
witayah sungal;
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manyalenggarakan pengawasan, pengendalian dan
evaluasi fernadap penyelenggaraan pemt:an-g[maf-.
operésional dan pemeliharaan sarana pengairan
menyelenggarakan pengawasar pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai;

memyelanggarakan peningkatan kapasitas leknik dan
manajeman penyslenggara drainase jaringan jalan dan
rematusan genangan;

merumuskan penyelesaian masalah dan permasalahan
uperasionalisast sistem drainase jaringan jalan dan
senangguiangan banjir di wilayah kabupaten seria
koordinasi dengan daerah sekitarnya;
menyelanggarakan pembangunan dan pemeliharasn
drainase janngan jalan;

MEeruUmiIsKan penyusunan rancana induk drainase
jaringan jatan;

menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan
svaluas’ taerhadap penyelenggaraan sistem drainase
@rliigan  jalan dan pengendali banjir di  wilayah
kebupaten;

manyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan
Carn Pamerintah danfatau Provinsi:

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawakan
pennelolaan keuangan dan barang;

manyslenggarakan adminisirasl kevangan dan assat
daarah;

mengealola retribusi yang menjadi kewenangannya;
mangawasi dan mengandalikan pelaksanaan anggaran;
melakukan pangawasan dan  pengendallan  atas
penggunaan barang milik dasrah;

mengamankan dan memelihara barang miiik daerah:
menyampatkan Laporan Keuangan;

mempelajan, memahami dan melaksanakan paraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
ivgas Dwvas sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
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melaksanakan koordinasi dengan Sekrelars Daerah
maupun Satuan Kerja Parangkat Dasrah lainnya sesual
dengan lingkup tugas Dinas;

mambagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai Jengan ketentuan
yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan lugas berjakan
sesuai dengan padoman dan ketentsan yang berlaku;
menifai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk
beh:an pengembangan kaner;

nanyampaikan laporan  hasil pelaksanaan  tugas
wegiatan kepada Bupati melalui Sekrataris Daerah,
malaksanakan fugas kedinasan fainnya yang diberikan
alzh Atasan,

mangealola alr bawah tanah, yvang meliputi:

1} palaksanaan pengelolaan air bawah tanah sasual
kebijakan, pedoman, prosedar, standar. norma,
persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;

2y melakukan  inventarisasi  dan  perancanaan
pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka
pangelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air
bawah tanah dan‘afau mata ar;

3) penyiapan kelembagaan, suraber daya manusia,
pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung
pendayagunaan dan pelestarian sumbar daya alr

bawah tanah,;

4) melakukan pamantauan, pengendalian,
pengawasan pengelolaan dan konservasi  alr
bawah fanah;

§) pengailuran peruntukan pemanfaatan air bawah

tanah dan atau mata air;

6] pemberian pembinaan terhadap izin jurue bor
(5D8) air bawah tanak;



71 pembinaan terhadap izin perusahaan pengebaran
air bawan tanah (SiPPATE

4) penatapan dan pengaturan sistem jaringan sumur
pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;

4)  pengumpulan dan pengelolaan data dan informas
alr bawah tanah dan/atau mata air dalam
wilayahnya;

10y mendorong peran masyarakat dalam kegiatan
perencanaan pendayagunaan dan pengendalian
zerfa pengawasan dalam rangka konsorvasi air
bawan tanah,

Ketentzan Pasal 32 ditambah huruf 55 barw, sehingga berbunyl
sehagai berikut,

Pasal 32
Bidang Pengetolaan Sumber Daya Air  dalam

menyalenggarakan tugas pokok dan fungsl sebagaimana pada
Fasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berikul ;

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang
pengelolaan sumber daya air;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera
bidang pengelolaan sumber daya air;

& menyiapkan bahan-gahan BPJPD dan RPJMD sesual
bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan RPJPD
dan BPJMD Kabupaten;

d. mengumpuikan bahan-bahan LPPTY tahunan dan LFFD

lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan;

g, menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir lahun dan akhir
masa jabatan Bupati ;

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana
strategis (RENSTRA) dan rercana kinerja (RENJA)
bidang pengeloiaan sumber daya air;
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menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)}  bidang
pengelolaan sumber daya air;

mengelola dan menganalisa urusan pemaniaatan,
pengembangan dan pelestarian pelestarian  sumber
daya air;

malaksanakan penerapan  dan pengawasan padoman
dan manual di bidang pengelolaan sumbear daya air,
standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan
sumber daya air,

manyusun  bahan peaksanaan standar pelayanan
minirial bidang pengelolaan sumber daya air;
menyusun bahan perumusan  kebijakan  teknis
pengalolaan sumber daya air;

manyusun hahan perumusan kebiakan teknis pola
pengelolaan sumber daya air;

menyusun bahan penetapan rencana pengelolaan
sumber daya alr;

menyusun bahan penegtapan dan mengelola kawasan
indung sumber daya air;

meoyusun  bahan pemberian rekomendasi atas
panyadiaan, parunukan, penggunaarn, dan
pengusahaan sumber daya air;

menjaga efektivitas, efisiansi, kualitas, dan keteriban
pelaksanaan pengelolaan sumber Caya air kabupaten,
menyusun bahan penelitian dan pengembangan teknis
di bidang pengairan, data hidr'mngi air dan sumber ai
daerah;

manyusun bahan pemberian rekomendasi  urtuk
mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang
tersebut di atas) yang berada dl dalam, di atas maupun
yang metintasl saluran irigasi;

manyusun bahan penetapan persyaratan pamberan
rekomendasi yang terkait dengan alr dan sumber air
vang tanelak datam wilayah kabupa’sn;

maryusun  bahen  pembedan rekomendasi  untuk
pambangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya air yang terletak dalam wilayah kabupate v,

s
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malaksanaxan rencana induk perigembangan sumber
daya air ;

menyusun bahan pengkoordinasian pelaksanaan
rencana induk pengambangan wilayah sungal lintas
kabupalen dan/atau strategis reglonal
mendayagunakan dan konservasi sumber daya air
menyusun bahan pengendalian daya rusak air vang
berdampak skala kabupatan;

menyusun bahan penyelenggaraan sistem informasi
sumber daya alr;

menyusun bahan pengawasan pengelolaan sumber
daya air kabupaten, pengelolaan sumber daya air
kabupaten, fungsi dan manfaat terhadap jaringan
irgasl, serfa penerapan peraturan daerah di bidang
pengairan,

manyusun bahan pengendalian fungsl dan manfaat
terhadap sumber daya air dalam kabupatan:
mengendalikan dan mengevaluas! urugan pemanfaatan
sumber dava air, pangawasan da'h pelestarian sumber
daya alr dan hidroiogi;

mengandalikan Pelaksana Teknic Kagiatan lingkup
bidang pengelolaan sumber daya air,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta
penyajian data hasi kegiatan urusan pelayanan Bidang
Pangelolaan Sumber Daya Air;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kere Bidang
Penpelolaan Sumber Daya Air

manyusun pertanggungjawaban laporan kaglatan dan
keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan fingkup
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

melakukan pangamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah di lihgkup Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Air;

mempelajard, memahami dan  menyelenggarakan
peraturart  perundang-uncangan dan  keientuan-
ketantuan yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan
Suriber Daya Air,



kk.

.

nrl

(ula B

Pe-

a0

55,

malaksanakan program  pengawasan intemal d
lingkungan bidang Fangelclaan Sumber Daya Air,
memberikan saran dan pertimbangan beknis  bidang
tugastiya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansas
parmasalahan lingkup lugasnya seria mencari alternatif
pemecabEnnya;

membagi tugas kepada bawahan unfuk kelancaran
polsksangar tugas sesual dengan ketentuan yang
berlaku;

memblnbing atay  memberikan pelunjuk  kepada
bawahen agar pelaksanaan lugas dapal berjalan lancar,
menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk
bahan mengembangkan karler;

metaporkan hasll pelaksanisan lugas dan/atau kegiatan
kepada atazsan;

melgksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan,

menyusun bahan pengslolaan air bawah tanah, yang
meliputi;

1) pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai
kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma,
persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;

2} melakukan  inventarisasi  dan  pergncanaan
pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka
pengelolaan, pemanfaatan dan pedindungan air
pawan tanah dan atau mata air;

a4 penyapan kelembagaan, sumber daya manusia,
pengusahaan dan pamblayausn yang mendukung
pendayagunaan dan pelestaran sumber daya air
bawah tanah;

4) rmelakukan pemantauan, pengendalian,
pengawasan pengslolaan dan konsarvasi air bawan
tanakh;

8} pengaturan perunfukar pemanfaatan air danfatau
mata air;




B} pemoerian pembinaan terhadap izin juru bor (SUB)
pawah fanan;

7) pambearan pembinaan terhadap @in pengeboran air
bawah tanah (SIPPAT).

B) penetapan dan mengatur sistam jarngan dalam
eaty cekungan air bawah tanah;

91 pengumpulan dan pengelolaan data bawah tanah
dan/atau mata air dalam wilayahnya;

10) mendorong  peran masyarakat dalam  kegiatan
perencanaan pendayagunaan dan pengendalian
sarta pengawasan dalam rangka konsenasi air
bawah tanah.

Kelentuan Pasal 34 ditambah huruf cc bar. sehingga, berbunyi
sabagal berkut:

FPasal 34

Szksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin olah ssorang
Kapala, mempunyal uraian lugas sobagai b 3rikut:

i

menyusun  rencana kegiatan dan anggaran seksi
pamanfaatan sumber daya air;

menylepkan bahan rencana strategis dan rencana keria
seksi pemanfaatan sumber daya air dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD
dan RPJMD Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LPP dan LKP sesual bidang
ugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LKPD akhir masa jabatan;

menyiapkan bahan-bahan LKEFJ akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupat sesuai bidang tugasnya;
manusun dan menyispkan laporan akuntabilitas kinerja
saks pemaniaatan sumber daya air;



melaksanakar kegiatan sesual standar pelayanan
minimal seksi pemanfaatan sumber daya air vang wajib
dilaksanakan aleh kabupaten;

melaksanakan keglatan  penerapan  pengawasan
pedoman dan manual pada seksl pemanfaatan sumber
dava air;

menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis pola
pengelolagn sumbar daya air kabupaten:

menyiapkan bahan penetapan rencana pangelolaan
sumber daya air kabupatan:

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi  atas
panyadiaan, peruntukan, penggunaan, dan
cengusahaan sumber daya air kabupaten:

manyizpkan bakan pemberian rekomendasi unluk
mendirkan, mengubah, membongkar (selain yang
tersebut di atas) yang berada di datam, di atas maupun
yang melintasi saluran Irigast:

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi  unik
pembangunan, pemanfaatan dan pengalolaan sumber
Giya air yang tedelak dalam wilayah kabupatan:
malaksanakan rencana induk pengambangan sumber
daya air Kabupate 1;

menyiapkas bahan pengkoordinasian  pelaksaraan
Tencana induk pengembangan wilayah sungal lintas
kabupaten dan atau s'rategis regional;
mandayagunakan dan konservasi sumber daya air
kabupaten:

manylapkan bahan pengendalian fungsi dan manfaat
terhadap sumber daya air dalam kabupaten:
mengnimpun. mengolah dan menganalisa data sarna
penyajian data hasil kegiatan urusan pemantaatan
sumber daya air;

menysun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan
laporan hasil keglatan,

meiaksanakan program pengawasan  internal  d
tingkungan bidang tugasnya;



mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan
parendang-undangan, ketentuan-ketentuan g
berkaifan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan ugas;

memberlkan saran dan pertimbangan 1sknis bidang
fugasrva kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dar menginvantarisasi
permasalahar 4 lingkup tugasnya sertd  mencari
altarnalif pemacahannya;

mambagi lugas kepada bewahan untuk kelancaran
pelaksanzan tugas sesuai dengan ketentuan vang
oerlak;

membimbing alau memberikan petunjuk  kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan larcar
manidai hasil kera bawahan secara berjanjang uniuk
bahan mengembangkan kaner;

melzparkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
ofeh atasan, .

menyiapkan bahan pengslolaan air bawah tanah, yang
meliputi:

1) pelaksanaan pengelolaan air bwah tanah sesuai
kebijakan, padoman, prosedur, standar, noma,
persyaialan gan kriteria di bidang air bawah tanah;

2] melakukan  inventarisasi  dan  perencanaan
pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka
pengelolaan, pemanfszatan dan perdindungan air
bawah tanah dan/atau mata air;

3) pemylapan kelembagaan, sumber daya manusia,
pengusahaan dan pembiayaan yang mandukung
pendayagunaan dan palestarian sumber déya Air
bBawah tanah;

4] melakukan pemantauan pengendalian,
pangawasan pengelolaan dan konservasi air bawah
tanah;




4

a) pengaluran peruntukan peman‘astan air danatau
mata air;

&) pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SUB)
bawah tanah;

7) pemberian pembinaan terhadap izin pangeboran air
bawah tanah (SIPPAT);

dl penclapan dan mengatur- sistem janngan dalam
satu cekungan air bawah tanah;

9} pengumpulan dan pengeiolaan data dan informasi
air bawah tanah danfatau mata air dalam
wilavahnya;

10} mendorong  peran masyarakat dalam  kegiatan
parancanaan pendayagunaan dan  pengendalian
g=rta pengawasan dalam rangka konservasi air
bawah tariah,

. Keteriuan Pasal 36 ditambah hrif ee baru sehingga, berbunyi

sabagai bariket ;

Pasal 36

soksl Palestarian Sumbar Daya Air dipimpin oleh ssorang

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai bariku :

L]

memyusun rencana kepgiatan dan angparan  seksi
peiestarian sumber daya air;

menyiapkan bahan rencana stratagis dan rencana kerja
seksi pelestarian sumber daya alr;

menyiapkan bahan-bakan RPJPD dan RPJIMD sesuai
bidang lugasnya sebagai bahan penyusunan APJPD
dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD
lima lahunan seksi pelestarian sumber daya air sebagal
bahan penyusunan LPPD tabunan den LPPD Hma
tahunan Kapupaten;

menyiapkan banan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupati ;



manchimpun Rencana Kegiatan Anggaran (AKA) dan
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  sekei
pulestarian sumber daya air;

melsksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan
minimal  idang  sumber daya air yang  wajib
dilaksanakan oleh kabupaten;

malaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan
padoman dan manual pada seksi pelestarian sumber
eV air;

menyiapkan bahan perumusan kebljakan teknis pola
pangeioiaan sumber daya air kabupaten:

menyiapkan bahan penetlapan rencana pengelslaan
sumber daya air kabupaten;

menyiapkan bakan pembérian rekomandasi  atas
penyadiaan, peruntukan, pEngguUnaan, dan
rengusehaan sumber daya air kabupaten:

mellylapkan bahan pemberian rekomendas: untuk
mendinkan, mengubah, membongkar (selain vang
tersabul di alas) yang berada di dalam. di atas MaLpun
yang malintasi saluran rigast:

manyiapkan  bahan pemberian rekomendasl  untuk
pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumbar
daya air yang terletak dalam witayah kabupatzn;
mizleksanakan rencana incuk psngembangan sumber
daya air Kabupaten;

memyiapkan  bahan pengkoordinasian  pelaksanaan
rencana Induk pengembangan wilayah sungai lintas
rabucaien dan atau strategis regionai:
mendayagunakan dan konservasi sumber daya air
KEDUpalen;

menghimpun, mengolah dan medpanalisa dafa sera
panyajian data hasil kegiatan urusan pemanfaatan
sumber daya air;

melaksanakan koordinasi dengan seks! lain;
manghimpun, mengolah dan menganalisa data sarta
penyajlan data hasil kegiatan seksi pelestarian sumber
dAaya air,
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menyusun bahan laporan akuntabililas kerja;

manuesun perfanggungewaban faporan kegiatan dan
keuandarn.

menviapkan bahan program pengawasan intemal df
lingkur.gan seksi pelestanian sumher daya air;
mempalajan, memahami dan melaksanakan paraturan
perundang-undangan. kelastuan-skelsniuan  yang
barkaitan dengan bldang tugasnya sebagal pedoman
dalam palaksanaan fugas;

membarikan saran dan perimbangan teknis bidang
ugasnya kepada atasan:

melaksanzkan aveluasi tugas den menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya sana  mencan
alternatif pamecahannya;

membag: tugas kepada bawahan unluk Xelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan kefenfuan yang
beriaku,

membimbing atau memberkan  petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,
mienilai hasil kerjs bawahan secara bonervang untuk
bahan mengembangkan kariar;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan‘atau keglatan
kepada atasan;

melaksanakan fugas kedinasan lainnya yarg diberikan
oleh atasan.

Menyiapkan bahan pengelolaan air bawah tanah, yang
melipti |

15 Melakukan invenlansasi  dan  perencanaan
pentayagunaan air bawah lanah dalam rangka
perindungan air bawah tanah dan‘atau mata air,

=} PFenyiapan kelembagaan, sumber daya manusia,
oengusahaan dan pambiayaan yang mendukung
pendayagunaan dan pelestarian zumbsr dave alr
=awah tanh;

3b Metskuman psmantay, pengelolaan dan kenservasi
Air bawah tanah;




4) Penetapan dan mengalur sislem jarngan sumur
pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
51 Mendofong  peran magyarakal dalam Kegialan

perencanaan  pandayagunaan dalam  rangka
konservasi alr bawah tanah,

Pasal Il

Paraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Acar setiap orang mengstahuinya, memarintabkan pengundangan
Peraturan  ini dengan penempatannya ocalam Benta Dasrah
Kabupaten Bekast,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Padatanggal -1 setinw ot

" BUPATA BEKASIY




